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ABSTRAK 

Undang-Undang  No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak  pada perkara yindak pidana aborsi tidak dapat diupayakan diversi, karena 

belum terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 UU 

No 11 Tahun 2012. Namun pada perkara ini diterapkan suatu penetapan diversi 

yang tercantum dalam penetapan diversi No. 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. Dalam 

perkara tersebut hakim memutuskan dengan upaya diversi. Adanya 

ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana 

dalam UU tersebut upaya diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang 

diancamkan di bawah 7 tahun, sedangkan pada perkara tersebut pidana yang 

diancamkan yakni maksimal 10 tahun penjara. Pokok masalah penelitian ini 

terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 

4/Pen.Div/2021/PN Mkd serta kesesuaiannya terhadap UU No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan dan fenomena 

lebih jelas terkait keadaan sebenarnya di lapangan dengan teknik pengumpulan 

data wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengkajian konsep 

normatif atau perundang-undangan serta melakukan pengkajian terhadap 

kenyataan di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Teori restorative justice dan Teori 

Diversi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Pertimbangan hukum 

hakim pada Penetapan Diversi No 04/Pen.Div/2021/PN Mkd yakni karena 

terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana serta terdakwa juga masih 

berstatus sebagai pelajar sehingga mempertimbangkan masa depan anak tersebut 

kedapannya, selain itu dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa yakni dakwaan 

alternatif hal ini juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sebuah putusan . Kesesuaian Putusan Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/ PN 

Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan memberikan alternatif 

berupa upaya diversi pada perkara tersebut.  

 

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana,Aborsi, Diversi 
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ABSTRACT 

Law  Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System 

in cases involving the crime of abortion cannot seek diversion, because the 

conditions for diversion as explained in Article 7 of Law Number11 of 2012 have 

not been fulfilled. However, in this case a diversion determination is applied 

which is stated in in diversion determination Number 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. 

In this case the judge decided on diversion efforts. There is a discrepancy between 

the judge's decision and Law Number 11 of 2012, where in this law diversion 

efforts can be carried out if the criminal offense carries a sentence of less than 7 

years, whereas in this case the penalty is a maximum of 10 years in prison. The 

main problem of this research is related to the judge's legal considerations in 

Determination of Diversion Number 4/Pen.Div/2021/PN Mkd and its suitability to 

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. 

The research method used is field research, namely a research method that 

describes conditions and phenomena more clearly regarding the actual situation in 

the field using data collection techniques of interviews, observation, literature 

study and documentation. The approach in this research is an empirical juridical 

approach, namely studying normative or statutory concepts and conducting an 

assessment of the reality in the field. The theories used in this research are the 

Theory of Justice, Legal Certainty and Benefits, Restorative Justice Theory and 

Diversion Theory. 

Based on the research that has been carried out, the judge's legal 

consideration in Determination of Diversion Number 04/Pen.Div/2021/PN Mkd is 

that the defendant was committing a crime for the first time and the defendant was 

still a student so he considered the future of the child, apart from that, the charges 

which was imposed on the defendant, namely alternative charges, this was also 

taken into consideration by the judge in handing down a decision. Conformity of 

Diversion Determination Decision Number 4/Pen.Div/2021/ PN Mkd with Law 

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, this 

decision is in accordance with what is stated in Law Noumber 11 of 2012 

concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely by providing an 

alternative in the form of diversion efforts in this case. 

 

Keywords: Children, Crime, Abortion, Diversion 
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MOTTO 

Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 

jatuh. 

Jangan  takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang 

tidak pernah melangkah. 

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat 

menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang 

kedua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin  hak asasi 

manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 hak asasi manusia termaktub pada Pasal 28 A-J. Pasal 28 A 

dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”.1 Negara juga menjamin hak 

setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.2 

Hak perlindungan atas kelangsungan hidup ini dimulai dari sejak 

anak berada dalam kandungan. Bagi seorang perempuan kehamilan adalah 

sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Namun dalam beberapa kasus, 

perempuan justru tidak menghendaki kehamilannya. Sebagian perempuan 

memilih jalan pintas untuk mengakhiri kehamilannya tersebut dengan 

aborsi.  

  Perbuatan aborsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana 

karena perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum baik dalam Kitab  

                                                             
1 Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
2 Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang yang 

mengaturnya secara khusus serta disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu.3 

Ketentuan aborsi di Indonesia diatur dalam hukum umum (lex generalis) yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam hukum khusus berupa 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (lex spesialis). 

Menurut Supriyadi, dalam KUHP aborsi tidak diperbolehkan  dengan alasan 

apapuna dan oleh siapapun bahkan oleh dokter.4 

Pengaturan larangan aborsi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 299 

yang berbunyi: 

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh 

supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa 

karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak empat puluh lima ribu rupiah. 

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau 

menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan 

atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat 

ditambah sepertiga. 

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian 

itu.5 

Pasal 346 KUHP 

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana 

penjara paling lama empat tahun.6  

                                                             
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rienaka Cipta,  2015), hlm 59. 
 
4Supriyadi, Politik Hukum Kesehatan terhadap Pengguguran Kandungan’. Makalah 

disampaikan dalam Diskusi Ilmiah, “Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum” (Hukum Kesehatan 

dan Hukum Pidana). (Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, 2002), hlm 2. 

 
5 Pasal 299 KUHP. 

 
6Pasal 346 KUHP. 
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Pasal 347 KUHP 

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun.7 

Pasal 348 KUHP 

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun enam bulan.8 

Pasal 349 KUHP 

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 

berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan 

salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka 

pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan 

dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan 

dilakukan.9 

Pengaturan aborsi juga diatur dalam KUHP yang baru saja diundangkan 

yakni pada Pasal 463 ayat 1  

Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun.10 

Larangan aborsi yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 terdapat dalam 

Pasal 45 A yang berbunyi: 

Setiap orang dilakukan melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam 

kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan seesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.11  

                                                                                                                                                                       
  

7 Pasal 347 KUHP. 

 
8 Pasal 348 KUHP. 

 
9 Pasal 349 KUHP 

. 
10 Pasal 463 KUHP. 
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 Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap 

anak yang masih dalam kandunga dengan alasan dan tata cara 

yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).12  

Aborsi berasal dari bahasa latin yakni Abortus, yang diartikan 

sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah 

dibuahi dalam rahim, sebelum usia janin mencapai 20 minggu dengan 

berat janin kurang atau sama dengan 500 gram. Berdasarkan proses 

terjadinya aborsi dibagi menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi 

buatan. Aborsi spontan artinya berakhirnya kehamilan yang tidak ada 

unsur kesengajaan (keguguran), sedangkan aborsi buatan adalah 

pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu usia kehamilan dengan 

menggunakan obat-obatan atau tindakan medis.13 

Upaya perlindungan anak telah dimulai sejak anak tersebut berada 

dalam kandungan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-

Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjelaskan 

bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa 

dikandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

                                                                                                                                                                       
11 Pasal 45 A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

 
12 Pasal 77 A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

 
13 Achadiat Charisdiono, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran, (Jakarta: Buku 

Kedokteran 2007), hlm 12. 
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perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.14  

Berbagai urusan yang timbul di masyarakat mengharuskan 

berurusan dan berhubungan dengan sistem peradilan pidana dan 

sebaliknya sistem peradilan pidana dengan sendirinya harus berhubungan 

pula dengan pihak-pihak yang berkepentingan.15  Pada proses penangan 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses 

penanganan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses 

penanganan perkara anak di Indonesia diatur pada Undang-undang No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam proses 

penanganan perkara pada anak mengutamakan pendekatan restorative 

justice baik pada proses penyidikan, penyelidikan maupun di pengadilan. 

Pada penangganan perkara anak juga dilakukan upaya diversi.  

Dalam UU No 11 Tahun 2012 upaya diversi dapat dilakukan jika 

telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi: 

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara 

anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, 

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.16 

                                                             
14 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm 1-2. 

 
15 Ach. Tahir,” Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika 

dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, 

Asy-Syir’ah, Vol. 50 No. 1 Juni 2016, hlm. 292 

 
16 Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentanng Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Perkara No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd seorang anak yang 

diduga melakukan tindak pidana aborsi.  Berdasarkan hasil pemeriksaan 

dan bukti-bukti yang ada anak tersebut secara sah dan sadar telah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 A UU No 

35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 tahun 

dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak perkara sebagaimana dimaksud tidak dapat diupayakan 

diversi, karena belum terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012. Pada perkara ini 

diterapkan suatu penetapan diversi yang tercantum dalam penetapan 

diversi No. 4/ Pen.Div/2021/ PN Mkd. Dalam perkara tersebut hakim 

memutuskan dengan upaya diversi.  

Adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan UU No. 11 

Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut upaya diversi dapat dilakukan jika  

tindak pidana yang diancamkan di bawah 7 tahun, sedangkan pada perkara 

tersebut pidana yang diancamkan yakni maksimal 10 tahun penjara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penetapan Diversi No 

04/Pen.Div/2021/PN Mkd) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 

4/Pen.Div/2021/PN Mkd? 

2. Apakah Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd sudah sesuai 

dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang serta pokok permasaalahan yang telah 

diuraikan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Penetapan 

Diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd. 

b. Untuk memahami apakah penetapan diversi No. 4/Pen.Div/2021/PN 

Mkd ini sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara teoritis diharapkan penelitian  ini dapat berguna dan bermanfaat 

dalam pengembangan keilmuan serta memberikan sumbangsih 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan sistem peradilan 

pidana anak pada khususnya. 

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca mengenai 

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak serta penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukkan dan respon bagi Pengadilan 
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Negeri Mungkid dalam memberikan putusan yang berlandaskan 

keadilan. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan-kesamaan 

terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan 

kajian pustaka pada tema yang sedang dikaji. Dengan tujuan untuk 

menjadi pembanding atau pembeda antara penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian lainnya. 

Penelitian yang ditulis Ria Rachmawati yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus 

Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn 

dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-

Anak/2018/PT.JMB)” yang mengkaji tentang perlindungan hukum 

terhadap anak korban perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi 

menurut hukum positif Indonesia, kendala perlindungan hukum pada 

kasus putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 

5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut. 17  

                                                             
17 Ria Rachmawati, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus 

Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 

6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari 

Jambi, 2019. 
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Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak 

Sebagai Pelaku Aborsi (Studi Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)” 

yang ditulis oleh Yolanda Arimbi. Dalam skripsi tersebut membahas 

mengenai pengaturan sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang 

melakukan aborsi pada Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn dan 

pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku aborsi dalam Putusan No 

5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.18 

Penelitian yang ditulis Jhosephine Ellisna Sirait dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)”. 

Skripsi ini membahas tentang Pengaturan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum menurut UU No 11 Tahun 2012 serta 

pertanggungjawaban pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. Penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode 

pengumpulan data kepustakaan serta analisis kualitatif sebagai analisa data 

yang digunakan.19  

Penelitian yang berjudul Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan 

Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum 

                                                             
18 Yolanda Arimbi,”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi 

(Studi Putusan No 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2020. 

 
19 Jhoshepine Ellisna Sirait, “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Aborsi  (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)”, Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019. 
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Islam dan Hukum Positif ditulis oleh Putri Aningsih S Pane. Skripsi ini  

mengkaji tentang Penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dan hukum 

positif terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana aborsi 

akibat pemerkosaan serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban 

pemerkosaan yang masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana 

aborsi.20  

Penelitian yang ditulis oleh Raymond Junior Hasiholan yang 

berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan 

Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Mbn). Skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian antara 

Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn dengan Peraturan Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dalam tindak pidana 

aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta ketepatan 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn 

dengan memidanakan anak korban pemerkosaan yang melakukan tindak 

pidana aborsi.21  

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan 

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG) yang ditulis oleh Desi Rayani 

                                                             
20 Putri Aningsih S Pane, “ Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur 

Akibat Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas 

Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. 

 

21 Raymond Junior Hasiholan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 

Perkosan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Mbn)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020. 
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Ginting. Skripsi ini mebahas tentang pengaturan sanksi pidana terhadap 

pelaku aborsi di Indonesia, penerapan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG, serta 

upaya preventif yang dilakukan untuk mengatasi kasus aborsi dikalangan 

anak dibawah umur.22  

Berdasarkan literatur yang telah diuraikan, bahwa penelitian di atas 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun 

yakni membahas mengenai penerapan diversi dan restorative justice yang 

terdapat dalam sistem peradilan pidana anak yang diterapkan pada  perkara 

tindak pidana aborsi  No 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd serta 

pertimbangan hukum hakim dalam memutus penetapan diversi No 

4/Pen.Div/2021/PN Mkd. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian,Keadilan dan Kemanfaatan Hukum  

Menurut  Gustaf  Radbruch hal yang paling mendasar dari sebuah  

hukum yakni  kepastian  hukum  yang dapat  berfungsi sebagai  

peraturan  yang  harus  ditaati yang tidak  hanya  terhadap   peraturan 

yang  terlaksana,  akan tetapi  norma- norma  atau  peraturan  yang  di 

dalamnya memuat  prinsip- prinsip dasar  hukum. Peraturan  

perundang-undangan  atau disebut juga norma  (hukum)  tertulis. 

                                                             
22 Desi Rayani Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak 

Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)”, Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018. 
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Peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebuah  landasan bagi 

penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.23 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.24 

 Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung 

dua pengertian, yakni:  

a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

sehingga dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.25 

Asas keadilan adalah asas yang ditinjau dari sudut filosofis, 

keadilan diartikan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di 

depan pengadilan. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan 

                                                             
23Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran 

Hukum di Indonesia 1945-1990 , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015). hlm. 14. 

 
24 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian 

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 13, No 1, Januari 2019, 

hlm 59. 

 
25 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), (Jakarta: 

penerbit  toko gunung agung, 2002), hlm 73-85. 
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tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, keadilan bukan 

berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama26 

Sedangkan kemanfaatan hukum yakni asas yang menyertai dari 

asas keadilan dan kepastian hukum. Pada proses pelaksanakan asas 

kepastian hukum dan asas keadilan, harus mempertimbangkan asas 

kemanfaatan sehingga terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari 

peristiwa hukum, baik bagi Pelaku Tindak Pidana, Masyarakat, 

maupun Negara 

2. Teori Restorative Justice 

Menurut UNODC, restorative justice adalah pendekatan untuk 

memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, 

pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan 

masyarakat.27 Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak 

merupakan bagian dari implementasi diversi. Restorative  justice 

merupakan  sebuah  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana atau  cara  

lain  peradilan  pidana  dengan  menegedepankan  pendekatan  

integrasi pelaku   di   satu   sisi   dan   korban   atau   masyarakat   di   

lain   sisi   sebagai   sebuah satu kesatuan  untuk  mencari  solusi  

                                                             
26 Terj. Oetarij Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 

11. 
27 UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook 

Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5 
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dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  serta kembali pada pola 

hubungan baik dalam masyarakat.28 

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para 

korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu 

perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan 

keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan 

bermasyarakat.29 

3. Teori Diversi 

Diversi berasal dari kata diversion yang diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi diversi.30 Ide diversi muncul di Indonesia 

bersadarkan rekomendasi pada Seminar Nasional Peradilan Anak yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 

pada tanggal 5 Oktober 1996. Ide diversi yang disepakati dalam 

seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim dalam 

menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan 

                                                             
28 Kuat Puji P, ”Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis  

Filosofis  dalam  Penegakan  Hukum  in  Concreto)”,  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 12 Nomor 3, 

2012, hlm 409. 

29 D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm.4.  

 
30 Depaartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, cet ke VII, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 84-87. 
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perkara dan pemeriksaan anak selama proses pemeriksaan di 

persidangan.31 

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan 

anak pada abad 19 dengan tujuan untuk mengeluarkan anak dari proses 

peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan 

orang dewasa.32  Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7, diversi adalah pengalihan proses 

penyelesaian perkara dari proses perkara dalam peradilan menjadi 

proses perkara diluar peradilan.33 

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu sebagai tindakan 

persuasive atau pendekatan non-penal serta memberikan kesempatan 

kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung di Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengetahui 

                                                             
31 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 

hlm 201.  

 
32 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum  Pidana, 

(Medan: USU Press, 2010 ), hlm. 61. 

33 Pasal 1 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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bagaimana kesesuaian penetapan diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd 

dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan pertimbangan hukum hakim pada perkara No 17/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Mkd.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

usaha pengumpulan data-data tersebut kemudian dilakukan analisa  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini 

memberikan gambaran dan analisa mengenai kesesuaian penetapan 

diversi No 4/Pen.Div/2021/PN Mkd dengan UU No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis (dilihat dari segi das sollen atau 

norma) karena dalam mengkaji pokok masalah penelitian dengan 

menggunakan sumber hukum tertulis serta bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (dilihat dari segi das sein 

atau tindakan sosial) karena dalam penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.  

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud yaitu menganalisa 

pokok permasalahan dengan cara menggabungkan data yang diperoleh 

secara langsung di lapangan dengan data sekunder yang berupa bahan-

bahan hukum. 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yakni data utama yang diperoleh dari hasil  

penelitian lapangan secara langsung dengan cara observasi dan 

wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yakni data pelengkap yang diperoleh melalui 

buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta putusan 

pengadilan sebagai pendukung sumber data primer. Sumber data 

sekunder ini antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana 

3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 

4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

5) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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6) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

7) Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Mungkid No 

4/Pen.Div/2021/PN Mkd. 

8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(PERMENHUMHAM) No 18 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan 

serta pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang 

diteliti. 

b. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan Tanya jawab serta diaolog 

dengan narasumber yakni panitera serta hakim di Pengadilan 

Negeri Mungkid yang menangani perkara tersebut. 

c. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah 

dan sebagainya.34 

d. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data 

primer. Studi kepustakaan diperoleh dengan mengkaji, mengalisa 

dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan 

data-data lain yang berupa bahan pustaka. 

6. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis 

menggunaka metode analisa data kualitatif.  Metode analisa data ini 

dilakukan dengan mendeskripsikan secara detail tentang situasi, 

kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu.35 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembaca, penyusun telah memberikakan 

gambaran yang jelas dan sistematis yakni dengan adanya sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasan yang telah 

disusun:  

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang yang berisi masalah yang diteliti, rumusan masalah yaitu 

                                                             
34 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi), 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.  

 
35 A Muri Yusuf, Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 330. 
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pertanyaan yang ada dalam latar belakang (pokok masalah), tujuan dan 

kegunaan penulisan yaitu tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian 

yang akan dilakukan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian 

serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum 

penelitian yang dilakukan. 

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tindak pidana aborsi 

yang dilakukan oleh anak. Memuat tentang  anak, tindak pidana aborsi 

yang dilakukan anak, dan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak 

pidana aborsi. 

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri 

Mungkid dan posisi kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak 

yang membahas mengenai profil Pengadilan Negeri Mungkid dan uraian 

kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. 

Bab keempat membahas tentang analisa data hasil penelitian yang 

dilakukan apakah putusan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang 

berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang dijelaskan 

secara sistematis dan sederhana disertai dengan saran yang dapat menjadi 

masukan untuk penelitian yang dilakukan oleh penyusun.



 
 

76 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Diversi No 

04/Pen.Div/2021/PN Mkd yakni karena terdakwa baru pertama kali 

melakukan tindak pidana serta terdakwa juga masih berstatus sebagai 

pelajar sehingga mempertimbangkan masa depan anak tersebut 

kedapannya, selain itu dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa yakni 

dakwaan alternatif hal ini juga menjadi bahan pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sebuah putusan .  

2. Kesesuaian Putusan Penetapan Diversi No 4/Pen.Div/2021/ PN Mkd 

dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

putusan tersebut sesuai dengan amanat yang termuat dalam UU No 11 

Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 7 yang 

memuat tentang diversi bahwa setiap perkara anak wajib diupayakan 

diversi dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah 

Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 telah sesuai dengan 

yang diamanatkan dalam kedua peraturan tersebut. Penetapan Diversi 

tersebut kemudian dapat menerapkan apa yang telah tertuang dalam 

kedua peraturan dengan demikian artinya Penetapan Diversi No 
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4/Pen.Div/2021/PN Mkd telah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas penulis 

memberikan beberapa saran yakni: 

1. Bagi penegak hukum proses peradilan pelaku  tindak pidana 

aborsi perlu diupayakan proses diversi yang maksimal, 

mengingat anak secara psikologis belum mempunyai 

kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang 

sistem hukum.  

2. Bagi sekolah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak 

setelah dikeluarga perlu adanya pengadaan informasi tentang 

kesehatan reproduksi. 

3. Peran orang tua sangatlah penting agar anak tidak melakukan 

tindak pidana, orang tua perlu memberikan pengawasan 

terhadap anaknya, dan juga memberikan nasehat agar anak 

mengerti akan batasannya ketika bergaul dengan lawan jenis.
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